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ABSTRAK 

 

 

 

Srikandi Negara Harahap, 1705170116, Analisis Dampak Perubahan 

Anggaran Belanja dalam mengatasi Dampak Covid 19 Pada Pemerintah 

Kota Medan. Skripsi. 2021.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan 

Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan dan Untuk 

mengetahui perubahan anggaran terhadap penanggulangan dan pencegahan Covid 

19. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif dan deskripsi hasil wawancara. 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Anggaran pada Pemerintah Kota 

Medan dilakukan sebagai upaya dalam menekan dan mencegah laju peningkatan 

penyebaran virus Covid 19 di Kota Medan dan Perubahan Anggaran pada 

Pemerintah Kota Medan berfokus pada sektor kesehatan seperti penyediaan sarana 

kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat 

bahan evakuasi korban positif Covid, biaya operasional dan penanganan 

kesehatan lainnya. 

 

Kata Kunci : Perubahan Anggaran Belanja, Covid 19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua 

Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di 

Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 

tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, 

pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan 

daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara 

ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen, 

seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih 

berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. 

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian 

pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang 

harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian 

mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk 
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dibelanjakan. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri 

dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang 

dan jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan 

karena bersifat rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja 

barang dan jasa berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan. 

Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa 

kepada setiap fungsi pemerintahan. 

Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan  

pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan 

adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan 

daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan 

dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini 

berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi 

sering kali tidak sesuai dengan target. karena hal ini berkaitan dengan dana 

pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini 

berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau 

pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong lagi agar 

supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan 

dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin 

kemandirian keuangan daerah pun semakin lama semakin membaik. 

(Cicilia,2015). 
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Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi 

sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). 

Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di 

wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. 

Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus 

digeser maju akibat pandemi COVID-19. Partisipasi masyarakat merupakan 

salah satu aspek utama penggunaan dana (Sofianto, 2017). Partisipasi masyarakat 

di wilayah diantaranya berkegiatan kelompok dan berkontribusi pada 

pembangunan wilayah (Krisnawati et al., 2019). Keberhasilan sebuah proyek 

pembangunan dan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh komponen 

partisipasi masyarakat (Dewi & Adi, 2019).  

Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah memerlukan 

partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat guna pengembangan, pertumbuhan 

dan pembangunan suatu wilayah. Dengan menyebarnya pandemi Covid 19 ke 

seluruh negara, termasuk Indonesia, Tindakan pencegahan dilakukan pemerintah. 

Pencegahan level masyarakat diantaranya adalah pembatasan interaksi fisik 

(physical distancing) dan pembatasan sosial (social distancing) (Kemenkes, 

2020).  

Berkaitan dengan pembatasan sosial dan interaksi fisik, maka aktivitas 

kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan pokok dan keperluan lainnya 

akan berkurang intensitasnya bahkan terhenti sementara. Begitu juga secara 

otomatis aktivitas yang melibatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat 

di wilayah akan tertunda atau berhenti. Kondisi ini mengakibatkan target kinerja 
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pemerintahan tidak optimal. Di sisi lain, Pemerintah Pusat harus segera membuat 

aturan terkait penanganan Covid-19 dan penyesuaian anggaran. Disinilah arti 

pentingnya anggaran untuk keberhasilan pembangunan, guna memperbaiki 

kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan karena tiga hal. Pertama, fenomena 

pandemi Covid-19 merupakan suatu kejadian baru dan luar biasa bagi bangsa 

Indonesia dan seluruh dunia yang mempengaruhi faktor makro dan mikro. 

Kedua, adanya tanggap darurat bagi wilayah Kota Medan. Ketiga, adanya 

perubahan anggaran yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan 

penelitian ini untuk mengungkap fenomena anggaran perubahan dan dampaknya 

dalam mengatasi Covid 19 di Kota Medan. 

Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan yang telah 

disepakati, maka struktur APBD perubahan Kota Medan tahun anggaran 2020 

dapat digambarkan sebagai berikut;pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun 

anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih, 

atau berkurang sebesar 22.93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. 

(Pemko Medan, 2020) lebih lanjut Plt Wali Kota Medan menjelaskan, 

berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, maka formulasi 

belanja daerah yang diajukan sebagai berikut;Untuk belanja tidak langsung 

diperkirakan sebesar Rp.2.77 Triliyun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar 

Rp. 2.42 Triliyun lebih. 

Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar 

Rp. 5.19 Triliyun lebih.Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan 

daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota Medan, belanja daerah juga 

mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dimana secara umum 
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keseluruhan belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan 

penanggulangan wabah Covid-19, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan 

kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sosial bagi 

masyarakat terdampak Covid-19, serta upaya perbaikan infrastruktur kota. 

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Medan menjelaskan guna 

menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah 

sebagai berikut; Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81 Milyar lebih, 

sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp. 10 Milyar. Dengan demikian 

pembiayaan netto dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyeksikan 

sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih. (Pemko Medan, 2020). 

Berikut grafik yang menjelaskan keadaan konfirmasi Covid 19 (+) di 

selama proses pandemi berlangsung di Kota Medan yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Medan melalui situs resmi 

https://covid19.pemkomedan.go.id/index.php?page=stat_medan : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Grafik Konfirmasi Covid 19 (+) 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan (2021) 

https://covid19.pemkomedan.go.id/index.php?page=stat_medan
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Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya grafik penyebaran Covid 19 di 

Kota Medan pada pertengahan bulan September mengalami peningkatan yang 

sangat drastis yaitu penambahan pasien Covid 19 sebanyak sekitar 100 pasien per 

hari , hal inilah yang membuat Kota Medan menjadi zona merah dalam beberapa 

bulan terakhir.  

Dalam hal pelaksanaan sosialisasi penyuluhan kesehatan untuk 

masyarakat masih belum maksimal, Pemerintah Kota Medan belum mampu 

meningkatkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga protokol 

kesehatan, hal ini terbukti dengan masih banyaknya agenda kegiatan-kegiatan 

kerumunan yang tidak dibubarkan dan diberi peringatan. Selanjutnya dalam hal 

razia-razia penerapan protokol Kesehatan oleh petugas dengan menggunakan 

anggaran pemerintah masih belum maksimal dan sebatas seremoni. 

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 27 

tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Medan, perwal ini lah yang 

menjadi dasar dan acuan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan perubahan 

anggaran belanja daerah.  
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Tabel 1.1. Data Perbandingan Penambahan Anggaran untuk Percepatan 

Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020 

 

No Bulan Biaya yang 

digunakan 

Jumlah Kasus 

(suspek dirawat) 

1 Maret 36.806.600.000  

2 April 10.878.000.000 86 

3 Mei 13.449.477.631 88 

4 Juni 88.970.225.456 122 

5 Juli 10.216.939.400 272 

6 Agustus 10.120.733.268 390 

7 September 5.818.600.000 426 

8 Oktober 29.460.274.035 331 

9 November 31.012,230.675 341 

10 Desember 35.332.211.000 367 

Jumlah 272.065.291.465 367 

Sumber : Satgas Covid 19 Pemko Medan (2021) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya Pemerintah Kota Medan 

telah mengeluarkan biaya untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Medan 

dengan jumlah 272.065.291.465 sampai dengan bulan Desember 2020, dalam 

data perbandingan bulanan, terjadi peningkatan jumlah kasus setiap bulannya 

sampai bulan Desember, namun pada bulan Oktober terjadi penurunan jumlah 

kasus dari 426 kasus suspek positif yang dirawat menjadi 331 orang.  

Pada bulan April 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan Covid-19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 86 orang,  
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Pada bulan Mei 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan Covid-19 sebesar 13.449.477.631, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 88 orang, pada bulan mei terjadi peningkatan anggaran dan 

peningkatan sebanyak 2 kasus menjadi 88 orang. 

Pada bulan Juni 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan covid 19 sebesar 88.970.225.456, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 122 orang, pada bulan Juni terjadi peningkatan anggaran 

dan peningkatan sebanyak 34 kasus menjadi 122 orang. 

Pada bulan Juli 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan covid 19 sebesar 10.120.733.268, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 272 orang, pada bulan juli terjadi penurunan anggaran dan 

peningkatan sebanyak 150 kasus menjadi 272 orang. 

Pada bulan Agustus 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 390 orang, pada bulan agustus terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 118 kasus menjadi 390 orang. 

Pada bulan September 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 5.818.600.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 426 orang, pada september terjadi penurunan 

anggaran dan peningkatan sebanyak 36 kasus menjadi 426 orang. 

Pada bulan Oktober 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 29.460.274.035, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 331 orang, pada bulan oktober terjadi 
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peningkatan anggaran dan penurunan sebanyak 95 kasus menjadi 331 orang. 

 

 

Pada bulan November 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 31.012,230.675, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 341 orang, pada bulan november terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 10 kasus menjadi 341 orang. 

Pada bulan Desember 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan covid 19 sebesar 35.332.211.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 367 orang, pada bulan desember terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 26 kasus menjadi 367 orang. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrina (2016) dan 

Sardjito dan Muthaher (2007) bahwa Semakin tinggi anggaran maka akan 

semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, artinya anggaran yang 

diberikan akan memberikan perubahan kinerja menjadi lebih baik, sehingga jika 

dihubungkan dalam penelitian ini bahwa perubahan anggaran seharusnya dapat 

meningkatkan kinerja berupa penurunan kasus covid 19 di Kota Medan, namun 

ternyata data menunjukkan di beberapa bulan terjadi peningkatan anggaran 

namun kasus tetap meningkat.  

Berdasarkan uraian teori dan fenomena diatas, maka penulis tertarik 

mengangkat judul skripsi yaitu “Analisis Dampak Perubahan Anggaran 

Belanja dalam mengatasi Dampak Covid 19 Pada Pemerintah Kota 

Medan”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya 

yaitu adalah: 

1. Perubahan Anggaran belum mampu secara maksimal mengatasi Covid 19 

pada Pemerintah Kota Medan 

2. Perubahan anggaran belum mampu mengatasi penanggulangan dan 

pencegahan covid 19 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis 

mencoba merumuskan permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana Perubahan Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 

di Kota Medan? 

2. Apakah perubahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Medan 

dapat memberikan dampak yang positif terhadap penanggulangan dan 

pencegahan covid 19? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Anggaran yang terjadi 
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dalam penanganan Covid 19 di Kota Medan . 

2. Untuk mengetahui perubahan anggaran terhadap penanggulangan dan 

pencegahan covid 19. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan 

bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah informasi sumbangan 

pemikiran dan kajian tentang analisis perubahan anggaran dalam penanganan 

Covid 19 di Kota Medan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat mempraktekkan 

teori yang diperoleh dan dapat mengaplikasikannya di lapangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat 

menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan 

melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan 

pembanding. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teoritis 

 

1. Keuangan Daerah 

 

a. Pengertian Keuangan Daerah 

 
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun 

barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai 

oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 

ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah 

tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Halim (2014, hal. 11), ruang lingkup keuangan daerah 

terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan 

daerah yang dipisahkan.Yang termasuk dalam keuangan yang 

dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris 

milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan 

meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

 

b. Ruang Lingkup Dari Keuangan Daerah 

 

Ruang lingkup keuangan daerah merupakan semua unsur keuangan atau 

kekayaan yang menjadi tanggung jawab daerah. 

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2012, hal. 

20) ada dua yaitu : 
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1) Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi: 

 

a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

 

b) Barang-barang inventaris milik daerah 

 

2) Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi: 

 

a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 

Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah. Adapun 

arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolahan 

sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki daerah tersebut, Halim (2012, hal. 20).„‟Sedangkan alat untuk 

melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri 

dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal 

dengan akuntansi keuangan daerah.‟‟ 

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian 

kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai 

tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang 

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur- 

prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan. 
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2. Anggaran 

a. Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas 

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh 

sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka 

anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, 

satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala 

kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur 

pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. 

Menurut Sasongko (2011, hal. 2) ”Penyusunan anggaran berurusan dengan 

masa depan. Tujuan penyusunan anggaran perusahaan adalah memprediksi tingkat 

aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang”. 

Anggaran mengharuskan manajemen untuk merencanakan kegiatan di 

masa yang akan datang untuk mengembangkan arah keseluruhan organisasi, 

melihat kemungkinan timbulnya masalah, dan untuk pengembangan kebijakan 

masa yang akan datang 

Harahap (2011, hal 15) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam mencapai 

tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan dicapai 

suatu perusahaan mulai dari sararan utama, sasaran khusus, sampai rincian 

dan penyebabnya. Rencana ini dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai 

dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci 

dalam periode yang lebih singkat. Budget inilah yang menjadi kerangka 

tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon 

untuk mencapai tujuan organisasi”. 
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b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran 

 

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan 

perusahaan dalam melakukan kegiatan. 

Menurut Supriyono (2013, hal. 65) anggaran dapat dikelompokkan dari 

beberapa sudut pandang, sebagai berikut: 

1) Menurut dasar penyusunan 

a) Anggaran variabel (Variable budget) 

b) Anggaran tetap (Fixed budget) 

2) Menurut cara penyusunan 

a) Anggaran periodik (Periodic budget) 

b) Anggaran kontinu (Continuous budget) 

3) Menurut jangka waktu 

a) Anggaran jangka pendek (Short range budget/anggaran taktis) 

b) Anggaran jangka panjang (Long range budget/anggaran strategis) 

4) Menurut bidangnya 

a) Anggaran operasional (Operational budget) 

b) Anggaran keuangan (Financial budget) 

5) Menurut kemampuan menyusun 

a) Anggaran komprehensif (Comprehensive budget) 

b) Anggaran parsial (Partially budget) 

6) Menurut fungsinya 

a) Anggaran apropriasi (Appropriation budget) 

b) Anggaran kinerja (Performance budget) 

7) Menurut metode penentuan harga pokok produk 

a) Tradisional (Traditional budget) 

b) Anggaran berdasar kegiatan (Activity based budget) 

 

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi 

dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola 

tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan 

tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan 

perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat 

mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan. 
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c. Tujuan dan Manfaat Anggaran 

 

Anggaran merupakan suatu sistem sangat penting untuk mendukung 

keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan 

penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak 

akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efisien. 

Menurut Catur (2011, hal 3) anggaran mempunyai tujuan-tujuan yang 

terkait dengan penyusunannya yaitu: 

1) Sebagai alat perencanaan 

Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan 

tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan 

melihatkan kepada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada 

cabang A dan penurunan pada cabang B berdasarkan informasi tersebut, 

manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan 

mengalihkan tenaga penjual ke cabang A dan meningkatkan kegiatan 

promosi pada cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B. 

2) Sebagai Alat Koordinasi 

Anggaran dapat mempermudah koordinasi bagian-bagian didalam 

perusahaan, berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya 

anggaran penjualan untuk koordinasi antar departemen yang ada di 

perusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, departemen 

pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya 

manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di departemen 

pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya 

departemen pemasaran juga berkoordinasi dengan departemen keuangan 
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tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, departemen 

produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan jumlah bahan baku 

untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. 

Kemudian, departemen produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke 

departemen pembelian dan departemen keuangan. Selanjutnya, departemen 

keuangan dapat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

menunjang kelancaran kegiatan penjualan. 

3) Sebagai Alat Motivasi 

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu 

yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran 

penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai 

maka tenaga penjual yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Jika dapat 

target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk 

mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan 

termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran 

penjualan. 

4) Sebagai Alat Pengendalian 

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk 

melakukan fungsi pengendalian atas aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan 

didalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya 

telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000 per bulan. Setiap 

awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telpon yang 

aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang 
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ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang 

telah dianggarkan, maka harus dicari faktor- faktor yang menyebabkan 

perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian 

biaya telepon dibulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang dianggarkan. 

 

Selain mempunyai tujuan anggaran yang telah dibuat anggaran juga 

mempunyai beberapa manfaat. 

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 83) yaitu : 

1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam 

jangka pendek. 

2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek. 

3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat 

pertanggungjawaban dan para manajernya. 

6) Alat pendidikan para manajer. 

Penjelasan mengenai manfaat anggaran dapat dilihat sebagai berikut : 

anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan 

manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari 

program dalam jangka pendek, anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana 

dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara 

selaras ke arah pencapaian tujuan, dalam penyusunan anggaran berbagai unit dan 
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tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, 

anggaran yang penyusunannya mengikutsertakan peran serta para pelaksana dapat 

digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan 

mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka, anggaran sebagai 

alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan 

komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan 

anggaran tersebut, dan anggaran juga sebagai alat untuk mendidik manajer 

mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggung jawabannya. 

 

3. Perubahan Anggaran Belanja  

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Seperti halnya pada pemerintahan pusat, pada pemerintahan daerah, 

pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan 

umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintahan daerah 

terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan 

umum-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus-

nya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan 

umum keuangan daerah. 

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan 

sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak 

menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai 

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan 

pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan 

daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah,1995,hal. 



21 
 

 

 

20) Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada orde baru. 

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD diatas 

menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur- 

unsur sebagai berikut : 

Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci 

 

1) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, 

dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran- 

pengeluaran yang akan dilaksanakan. 

2) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

3) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 

b. Laporan Realisasi Anggaran 

 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan 

ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara 

realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai 

anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 
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anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut : 

a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi; 

b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 

laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi 

kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan 

dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah 

dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya 

(APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi 

pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab 

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar- 

daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini 

lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah 

pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, 

akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, 

akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. 

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang 

realisasi dan anggran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang 

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi 

mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan 

dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi 

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah 

pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan 

secara komparatif. 

c. Teori Perubahan Anggaran Belanja 

Di Indonesia rebudgeting lebih dikenal dengan revisi anggaran. Revisi 

anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja yang telah ditetapkan. 

Revisi anggaran terdiri atas;  

a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau  

pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian 

anggaran belanja,  

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran 
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tetap; dan / atau,  

c. Perubahan / ralat karena kesalahan administrasi.  

Anggaran yang telah disusun perlu direvisi kembali agar tepat tujuan 

dan sasaran sehingga tercipta anggaran yang efektif. (Abadiarti, 2014). 

Revisi anggaran ini dapat dikurangi dengan cara menggabungkan langkah- 

langkah risiko dan ketidakpastian dalam proses penganggaran dan mengurangi 

beberapa efek samping dari revisi anggaran setelah tahun berjalannya anggaran . 

Rebudgeting menjadi faktor umum dan signifikan dalam  proses penganggaran di 

banyak kota. Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran 

tahun berjalan sebagai titik awal untuk menentukan anggaran untuk tahun yang 

akan datang. Perubahan diharapkan tidak terlalu banyak. Jumlah perubahan yang 

terlalu banyak menunjukan kelemahan penganggaran. 

d. Dasar Hukum Perubahan Anggaran 

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam 

peraturan pemerintah ini juga diatur mekanisme perubahan anggaran, Adapun 

dasar dari perubahan anggaran daerah diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 

pasal 161 yaitu (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. (2) Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:  

1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;  

2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar 
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jenis belanja;  

3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini juga pemerintah pusat melalui 

Peraturan Menteri Keuangan telah mengeluarkan edaran yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Hal inilah yang menjadi pertanda bahwa setiap daerah juga dapat 

melaksanakan kebijakan perubahan anggaran belanja dalam rangka mengatasi 

pandemi Covid-19 yang telah terjadi dan memiliki dampak yang begitu besar di 

seluruh dunia khususnya di Indonesia. 

Pertimbangan ditetapkannya PMK 30/2020 yaitu untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Dasar hukum ditetapkannya PMK 38/2020: a. Pasal 17 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
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Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); c. Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); dan e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/ 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745). 

(Kemenkeu, 2020) 

4. Klasifikasi Belanja Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Klasifikasi 

Belanja Daerah sebagai berikut :  

a. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung (Indirect expenditure), ialah kegiatan belanja daerah yang 

dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi 

menjadi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 
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bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 

Berikut penjelasan dari jenis belanja tidak langsung yaitu :  

1) Belanja pegawai  

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk 

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai 

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

2) Belanja bunga  

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang 

dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding), berdasarkan 

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.   

3) Belanja subsidi  

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan/atau jasa 

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas.  

4) Belanja hibah  

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah memiliki 

peruntukkannya.  

5) Belanja bantuan sosial  

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

6) Belanja bagi hasil  
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Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  

7) Belanja bantuan keuangan  

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan 

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 16 kabupaten/kota, 

pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam 

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.  

8) Belanja tidak terduga  

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian 

atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.  

b. Belanja Langsung  

Belanja langsung (Direct expenditure), adalah kegiatan belanja daerah yang 

dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut penjelasan 

dari jenis belanja langsung yaitu :  

1) Belanja pegawai  

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran 



29 
 

 

 

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah.  

2) Belanja barang dan jasa  

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 17 

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah.  

3) Belanja modal  

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan 

aset tetap lainnya 

5. Pengendalian Anggaran 

 

a. Pengertian Pengendalian 

 

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, 

kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya 

penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar 

setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi. 

Pengendalian menurut Halim (2012, hal. 5) adalah “merupakan 

usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan 

dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara 

pelaksanaan dengan rencana pengendalian merupakan salah satu 

fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti 

suatu proses mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi suatu 

kegiatan. Suatu Pengendalian dikatakan penting karena tanpa 
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adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan 

tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu 

sendiri maupun bagi para karyawan. 

 

Sedangkan menurut Garrison (2013, hal. 20) pengendalian adalah 

“proses mengumpulkan umpan balik untuk memastikan bahwa rencana telah 

dijalankan atau dimodifikasi dengan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan 

kondisi”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang 

dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen 

organisasi dan sumber- sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar 

semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efektif dan efisien 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

dilaksanakan untuk dapat mengetahui apakah kegiatan telah dapat berjalan 

sesuai dengan rencana sebelumnya, apakah di dalam pelaksanaan terjadi 

hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. 

Penyimpangan dan pemborosan dengan adanya sistem pengendalian yang 

dibuat di dalam suatu program perusahaan dapat membantu untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan- penyimpangan yang tidak diinginkan perusahaan. 

Setiap kegiatan di dalam perusahaan harus selalu diawasi jika 

manajemen ingin tetap berada pada batas-batas ketentuan yang telah 

digariskan. Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan 

bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Proses 
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pengendalian dalam dunia usaha selalu memasukan manusia sebagai 

pengambil keputusan, informasi sebagai dasar diambilnya tindakan 

pengendalian mencakup sebagian besar informasi keuangan, dan kegiatan 

pengendalian dilakukan secara periodik dan tidak terus-menerus. 

Pengendalian merupakan fungsi terakhir yang harus dijalankan dalam 

manajemen. Dengan pengendalian dapat diketahui hasil yang telah dicapai 

oleh sebuah perusahaan. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

segala sesuatu yang dijalankan dengan rencana, serta melakukan perbaikan 

bilamana terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Siregar dkk (2013, hal.6) bahwa 

pengendalian adalah : “usaha sistematis yang dilakukan 

manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 

pengendalian dilaksanakan dengan membandingkan kinerja 

dengan rencana dan mengambil tindakan yang perlu untuk 

menghilangkan berbagai penyimpangan”. 

 

Maka kesimpulannya adalah bahwa pengendalian merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang sangat penting. Karena pengendalian menjadi 

salah satu faktor berhasilnya suatu program dari suatu perencanaan dan dapat 

dilihat para ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi 

manajemen serta menempatkan unsur pengendalian sebagai fungsi yang 

penting. 

b. Fungsi Pengendalian Anggaran 

 

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (controlling), anggaran 

berguna sebagai alat penilaian apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah 

sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai 

standar/tolok ukur manajemen. Sebagai standar anggaran digunakan untuk 

menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai 
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dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan 

setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa 

bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut Rudianto (2013, hal. 67) dalam fungsi pengendalian, anggaran 

memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: 

1) Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi 

2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematik 

setiap segi atau aspek organisasi. 

3) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap 

masalah yang dihadapi. Karena itu sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait 

serta terintegrasi satu dengan lainnya. Satu manfaat dengan manfaat lainnya 

saling melengkapi. 

c. Pengendalian Anggaran Akibat Dampak Covid-19 

Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat 

berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi 

barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa 

dampak virus Covid-19 di Indonesia: 

1) Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 

2) Jemaah Indonesia batal berangkat Umrah dan Haji. 

3) Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 

4) Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. 

5) Impor barang menjadi terhambat. 
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Hal ini lah yang menjadi sebuah tantangan agar tiap daerah di Indonesia 

mampu bangkit dari bencana dunia ini melalui pengendalian anggaran daerah dari 

kebijakan perubahan anggaran yang telah dilakukan dengan harapan dampak-

dampak negatif yang terjadi mampu diatasi dan perubahan anggaran yang terjadi 

mampu bernilai efektif dan efisien.  

 

d. Standar Realisasi Anggaran 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 

/PMK.05/2018 standar realisasi anggaran yang baik adalah realisasi anggaran 

yang dapat mencapai efektivitas dan efisiensi, dalam pasal 3 peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa Efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output 

belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker 

secara akurat. (3) Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output 

belanja yang telah ditetapkan pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, 

dan/ atau Satker dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. 

 Djaja (2015) menyatakan “efektivitas penggunaan belanja langsung dapat 

diukur dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap anggarannya”, 

dengan rumusnya yaitu:  

Efektivitas = 
                           

                        
 × 100%  

Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif 

kinerja organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, begitu juga 
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sebaliknya. 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung 

Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

> 100% 

90% - 100% 

80% - 90% 

60% - 80% 

< 60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

      Sumber : Djaja (2015) 

Mahmudi (2010) menyatakan “besarnya efisiensi belanja langsung dalam 

total belanja dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja terhadap 

total anggaran belanja”, dengan rumusnya yaitu : 

Efisiensi = 
                  

                 
 × 100% 

Semakin kecil nilai rasio efisiensi belanja mengindikasikan semakin besar 

efisiensi dari realisasi belanja terhadap total anggaran belanja, dan hal tersebut 

mengindikasikan kinerja yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2011, membagikan ukuran efisiensi belanja langsung ke dalam 5 

(lima) kriteria. 

Tabel 2.3 

Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung 

Presentase Nilai Kinerja Kriteria 

> 100% 

90% - 100% 

80% - 90% 

60% - 80% 

< 60% 

Tidak Efisien 

Kurang Efisien 

Cukup Efisien 

Efisien 

Sangat Efisien 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti  Hasil 

1 Perubahan Anggaran Belanja 

Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Bukti Empiris Dari 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Aceh Besar, 

2010–2014 

Syukriy 

Abdullah, 

Yulinda 

Kusyanti dan 

Nadirsyah 

(2016) 

Hasil pengujian menemukan 

bahwa perubahan anggaran 

tahun lalu berpengaruh positif 

terhadap perubahan anggaran 

belanja SKPD, namun sisa 

anggaran tahun sebelumnya 

dan besaran anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

perubahan anggaran belanja 

SKPD 

2 Analisis Perubahan Alokasi 

Belanja Dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Apbd) Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

Jhon Andra 

Asmara (2010) 

Belanja pegawai secara 

signifikan berkorelasi positif 

dengan belanja barang dan 

jasa, tetapi tidak berkorelasi 

dengan belanja modal, dalam 

perubahan anggaran daerah 

(APBA-P) 

3 Pengaruh Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah Daerah 

(Studi Kasus Pada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Barat) 

Febrina Astria 

Verasvera 

(2016) 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis, didapat thitung > 

ttabel. Anggaran berbasis 

kinerja memiliki hubungan 

positif yang kuat dan searah, 

artinya jika anggaran berbasis 

kinerja diterapkan dengan baik 

maka efektivitas pengendalian 

akan meningkat, sebaliknya 

apabila anggaran berbasis 

kinerja tidak diterapkan 

dengan baik maka efektivitas 

pengendalian tidak akan 
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berjalan dengan baik (lemah) 

Sumber : Penelitian Terdahulu (diolah) 

C. Kerangka Berpikir 

 

Anggaran merupakan salah satu fungsi yang sering digunakan sebagai alat 

perencanaan, koordinasi dan pengendalian, karena jika anggaran disusun dengan 

tepat dan sistem pengawasan yang baik akan mempermudah penilaian tingkat 

efisiensi setiap pekerjaan. Pengendalian berdasarkan anggaran dilakukan dengan 

membandingkan dengan anggaran dan realisasinya dari perbandingan tersebut 

dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan antara anggaran dengan 

realisasinya. 

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi 

sosial, ekonomi lokal. Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran 

COVID-19 di wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal 

tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus 

digeser maju akibat pandemi COVID-19. 

Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan APBD 

Penanganan Covid 

19 

Penurunan Covid 19 

APBD Kota Medan 

Penanggulangan dan 

Pencegahan Covid 19 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

Dari penelitian yang diteliti yaitu Analisa perubahan anggaran dalam 

mengatasi covid-19 di Kota Medan, maka penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif yang menggunakan kegiatan pengumpulan data dan analisis 

data. Metode ini adalah untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang 

dihadapi, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data tiap tahunnya, 

pengklasifikasian serta analisis data, membuat kesimpulan dengan tujuan untuk 

membuat gambaran tentang suatu keadaan yang sedang dialami oleh perusahaan 

secara objektif dan deskriptif. 

B. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, 

yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini dan memperoleh pemahaman serta membahas penelitian 

nantinya.  Dalam penelitian ini variabel yang akan dibahas adalah Perubahan 

Anggaran, Perubahan Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja 

yang telah ditetapkan karena sesuatu hal yang diperbolehkan oleh ketetapan 

hukum yang berlaku, dalam penelitian ini Perubahan Anggaran diukur dengan 

melihat : 

1) Dampak positif perubahan anggaran dalam penanganan covid 19 

2) Dampak negatif perubahan anggaran dalam penanganan covid 19 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan, di Jalan Kapten 

Maulana Lubis no.2 Medan. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-September 2021 dengan 

rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Waktu Penelitian 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Feb 

2021 

Maret 

2021 

April 

2021 

Mei 

2021 

Juni2

021 

Juli2

021 

Agustus 

2021 

Septe

mber 

2021 

1 
Riset 

Pendahuluan 
        

2 
Pengumpulan data 

Awal 
        

3 
Pengumpulan 

Teori 
        

4 
Pembuatan 

Proposal 
        

 

5 

Bimbingan & 

penyelesaian 

Proposal 
        

6 Seminar proposal         

7 
Analisa 

pengelolaan data 
        

 

8 

Bimbingan  & 

penyelesaian hasil 

penelitian 
        

9 Sidang skripsi         
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D. Jenis dan Sumber Data 
 

1. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

dimana data ini berupa penjelasan atau pernyataan yang berbentuk angka-angka 

yang diperoleh dari Pemerintah Kota Medan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 

dimana data primer merupakan data yang berupa hasil wawancara dengan 

narasumber, dan data sekunder ini merupakan data yang berupa laporan keuangan 

yaitu APBD dan P-APBD tahun 2020. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berupa 

APBD dan Perubahannya serta peruntukan penanganan Covid-19 di Kota Medan. 

Wawancara dilakukan untuk penggalian informasi lebih dalam terkait dampak 

perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Adapun kisi-kisi 

wawancara sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara 

NO Daftar Pertanyaan Butir pertanyaan 

1 Dasar perubahan anggaran oleh Pemerintah 

Kota Medan 

1,2 

2 Sektor-sektor peruntukan anggaran 3,4 

3 Dampak perubahan anggaran yang dirasakan 5,6 
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4 Rencana alokasi anggaran khusus 6 

 

F. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan, dan 

menganalisis data sehingga memberikan informasi dan gambaran tentang variabel 

yang diteliti. 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan yaitu APBD tahun 2020 dan 

Perubahan APBD tahun 2020. 

2. Menganalisa perubahan APBD tahun 2020 dan menganalisa peruntukan 

penanganan Covid-19 

3. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan kinerja Pemko Medan dalam 

mengatasi Covid-19 dari APBD tahun 2020. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 di Kota Medan Pemerintah 

Kota Medan melakukan perubahan anggaran dengan mengambil dana anggaran 

melalui anggaran biaya tak terduga, dimana sebelumnya anggaran biaya tak 

terduga sebesar 10.000.000.000 kemudian mengalami perubahan menjadi 

510.000.000.000, sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar 

500.000.000.000, Adapun data penggunaan penambahan anggaran penanganan 

covid 19 disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

ANGGARAN  BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN 

PENANGANAN COVID-19 tahun 2020 

 

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA Efektifitas Efisiensi 

1 

BIDANG 

KESEHATAN 150,000,000,000 121,472,399,790 28,527,600,210 80.98% 123% 

2 BANTUAN SOSIAL 250,000,000,000 85,248,450,000 164,751,550,000 34.10% 293% 

3 DAMPAK EKONOMI 100,000,000,000 65,344,441,675 34,655,558,325 65.34% 166% 

JUMLAH 500,000,000,000 272,065,291,465 227,934,708,535 54,41% 187% 

Sumber : Pemko Medan (2021) 

 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perubahan anggaran yang 

dilakukan Pemerintah Kota Medan difokuskan dalam bidang kesehatan , bantuan 

sosial dan dampak ekonomi. Pada bidang kesehatan terealisasi sebesar 80,98% 

dengan anggaran sebesar 150.000.000.000 dengan realisasi sebesar 

121,472,399,790 . dan sisa 28,527,600,210. Pada Bantuan Sosial terealisasi 

sebesar 34,1% dengan anggaran sebesar 250.000.000.000 dengan realisasi sebesar 

85,248,450,000 dan sisa 164,751,550,000. Kemudian dampak ekonomi 
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dianggarkan sebesar 100.000.000 dan tingkat realisasi sebesar 65.34% dengan 

realisasi sebesar 65,344,441,675 . dan sisa 34,934,708,535 .  

Dari penilaian efektifitas tingkat realisasi sebesar 54,41% berada dalam 

kriteria tidak efektif, dan dalam peniliain efisiensi nilai 187% berada dalam 

kriteria tidak efisien, artinya Pemko Medan belum berhasil memanfaatkan 

anggaran yang telah dirubah dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2011. 

Pemberlakukan otonomi daerah berakibat pada terjadinya dinamika 

perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan 

daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya regulasi-regulasi 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang (UU) 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 32 dan 33 tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-undang maupun aturan-aturan lain yang 

memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan keuangan pemerintah 

pusat maupun daerah.  

Keadaan tersebut mendorong perkembangan praktek dan teori pada bidang 

akuntansi sektor publik menjadi begitu pesat. Pengelolaan keuangan dalam 

pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah merupakan kunci 

penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal ini sering 

terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti 

yang kita ketahui hambatan justru sering dialami oleh daerah, apalagi daerah-

daerah yang kurang potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya 

manusianya.  
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Hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai sangat terasa pada saat 

terjadi penurunan penerimaan negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan 

yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi dan pembiayaan proyek-

proyek pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, suatu daerah 

harus mampu menggali sumber-sumber potensi daerahnya untuk dapat membiayai 

anggaran belanja daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab merupakan 

konsekuensi dari tugas pokok pemerintah, pelaksanaan administrasi keuangan 

daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan 

pemerintah mengingat perkembangan volume kegiatan yang meningkat dari tahun 

ke tahun. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih memahami dan 

memenuhi aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan 

pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintah. 

 

B. Pembahasan 

1. Perubahan Anggaran yang terjadi dalam penanganan Covid 19 di 

Kota Medan 

 Fenomena pandemi virus COVID-19 secara umum memberikan dampak 

terhadap semua sendi kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum 

dan pertahanan keamanan. Kota Medan tidak terkecuali juga mengalami hal yang 

sama, sehingga memerlukan sistem untuk penanggulangan dampak tersebut 

supaya Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Kecamatan Pakualaman bisa 

melakukan eksekusi kebijakan. Pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan pengumuman bahwa di Indonesia ada kasus positif Covid-19. 

Informasi ini menjadi pijakan kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh 
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Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 31 Maret 2020 

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, ditindaklanjuti pada tanggal 4 

April 2020 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Polri tentang 

physical distancing. 

Pemerintahan Daerah Kota Medan pada tanggal 20 Maret 2020 juga 

segera merespon informasi yang sudah dikeluarkan Presiden dengan menetapkan 

status tanggap darurat sampai dengan tanggal 20 Mei 2020. 

Pemerintahan Kota Medan pada tanggal 1 Juli 2020 mengeluarkan Surat 

Edaran tentang pencegahan COVID-19 dan tanggap darurat melalui Peraturan 

Walikota Medan nomor 27 Tahun 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020 Walikota 

Medan mengeluarkan arahan dan himbauan untuk aparatur sipil negara agar 

bekerja dengan sistem bergantian dan terjadwal, yaitu sebagian bekerja dari rumah 

dan sebagian di kantor untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran Covid-

19.  

Pada tahun 2020 Plt Wali Kota Medan dalam sebuah forum resmi 

mengatakan rancangan Peraturan Daerah yang mencakup dua kelompok utama 

diantaranya materi APBD perubahan tahun anggaran 2020 dan nota keuangan 

perubahan APBD tahun 2020. Oleh karena itu, Plt Wali Kota Medan berharap 

Pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD Medan dapat segera melakukan 

pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tersebut secara 

objektif berdasarkan KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2020 yang 

telah disepakati sebelumnya.  
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Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan yang telah 

disepakati, maka struktur APBD perubahan Kota Medan tahun anggaran 2020 

dapat digambarkan sebagai berikut; pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun 

anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih, 

atau berkurang sebesar 22.93% dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan. 

(Pemko Medan, 2020) lebih lanjut Plt Wali Kota Medan menjelaskan, 

berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, maka formulasi 

belanja daerah yang diajukan sebagai berikut;Untuk belanja tidak langsung 

diperkirakan sebesar Rp.2.77 Triliyun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar 

Rp. 2.42 Triliyun lebih. 

Dengan demikian, secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar 

Rp. 5.19 Triliyun lebih.Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi pendapatan 

daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota Medan, belanja daerah juga 

mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dimana secara umum 

keseluruhan belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan 

penanggulangan wabah Covid-19, pembayaran kenaikan iuran serta tambahan 

kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sosial bagi 

masyarakat terdampak Covid-19, serta upaya perbaikan infrastruktur kota. 

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Medan menjelaskan guna 

menutupi defisit belanja daerah, maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah 

sebagai berikut; Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81 Milyar lebih, 

sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp. 10 Milyar.Dengan demikian 

pembiayaan netto dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyeksikan 
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sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih. (Pemko Medan, 2020) 

Peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Kota Medan melalui 

bagian humas Pemko Medan dengan ibu Gusti Paramhita, berikut beberapa 

pertanyaan yang peneliti ajukan, 

 “Apa yang menjadi dasar perubahan anggaran oleh Pemerintah Kota Medan 

untuk mengatasi dampak Covid 19 ini?” 

Adapun yang menjadi dasar perubahan anggaran adalah peraturan 

pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 20l9 tentang pengelolaan 

keuangan daerah, bahwa dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, 

pandemi dan sesuatu hal pengelolaan keuangan daerah melalui APBD 

dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan daerah tersebut. 

 

“Dalam peraturan daerah nomor berapa terkait perubahan anggaran ini?” 

Perubahan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan 

Nomor 27 Tahun 2020 terkait dengan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan 

Baru pada kondisi Pandemi covid 19 di Kota Medan. 

 

Sektor apa saja yang menjadi fokus peruntukan anggaran dalam perubahan 

anggaran untuk mengatasi dampak covid 19 ini ? 

Adapun yang menjadi fokus peruntukan anggaran berfokus pada sektor 

kesehatan yaitu dalam hal penyediaan sarana kesehatan, sarana fasilitas 

kesehatan, penyemprotan disinfektan, pengadaan alat bahan evakuasi 

korban positif covid, biaya operasional dan penanganan kesehatan 

lainnya. 

 

Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak covid 19 

melalui anggaran yang diberikan? 

Dalam hal ini pemerintah Kota Medan melalui Satgas Covid 19 

melakukan sosialisasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan dalam hal 

penanganan Covid 19 dan adaptasi kebiasaan baru, kemudian pengadaan 

peralatan dan sarana kesehatan, penyemprotan disinfectan dan 

pengadaan alat bahan evakuasi korban positif covid 19 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan 

anggaran di Kota Medan telah mengikuti prosedur dan dasar yang kuat, sehingga 
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menjadi sebuah keputusan yang tepat serta peruntukan perubahan anggaran benar-

benar digunakan untuk penanganan Covid 19 di Kota Medan. 

 

2. Dampak Perubahan Anggaran dalam penanganan Covid 19 di Kota 

Medan 

 

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi 

sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). 

Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di 

wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. 

Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus 

digeser maju akibat pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat merupakan salah 

satu aspek utama penggunaan dana (Sofianto, 2017). Partisipasi masyarakat di 

wilayah diantaranya berkegiatan kelompok dan berkontribusi pada pembangunan 

wilayah (Krisnawati et al., 2019). Keberhasilan sebuah proyek pembangunan dan 

perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat 

(Dewi & Adi, 2019). 

Adapun perbandingan perubahan anggaran dan dampak covid yang terjadi 

seperti telah dijelaskan pada latar belakang masalah disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.2. Data Perbandingan Penambahan Anggaran untuk Percepatan 

Penanganan Covid dan Jumlah Kasus Covid 19 di Kota Medan Tahun 2020 

 

No Bulan Biaya yang 

digunakan 

Jumlah Kasus 

(suspek dirawat) 

1 Maret 36.806.600.000  

2 April 10.878.000.000 86 

3 Mei 13.449.477.631 88 
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4 Juni 88.970.225.456 122 

5 Juli 10.216.939.400 272 

6 Agustus 10.120.733.268 390 

7 September 5.818.600.000 426 

8 Oktober 29.460.274.035 331 

9 November 31.012,230.675 341 

10 Desember 35.332.211.000 367 

Jumlah 272.065.291.465 367 

Sumber : Satgas Covid 19 Pemko Medan (2021) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya Pemerintah Kota Medan 

telah mengeluarkan biaya untuk percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan 

dengan jumlah 272.065.291.465 sampai dengan bulan Desember 2020, dalam 

data perbandingan bulanan, terjadi peningkatan jumlah kasus setiap bulannya 

sampai bulan Desember, namun pada bulan Oktober terjadi penurunan jumlah 

kasus dari 426 kasus suspek positif yang dirawat menjadi 331 orang.  

Pada bulan April 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 86 orang,  

Pada bulan Mei 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan Covid 19 sebesar 13.449.477.631, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 88 orang, pada bulan Mei terjadi peningkatan anggaran dan 

peningkatan sebanyak 2 kasus menjadi 88 orang. 

Pada bulan Juni 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 

dan pencegahan Covid 19 sebesar 88.970.225.456, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 122 orang, pada bulan Juni terjadi peningkatan anggaran 

dan peningkatan sebanyak 34 kasus menjadi 122 orang. 

Pada bulan Juli 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk penanganan 
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dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.120.733.268, sementara jumlah kasus yang 

terkonfirmasi sebesar 272 orang, pada bulan Juli terjadi penurunan anggaran dan 

peningkatan sebanyak 150 kasus menjadi 272 orang. 

Pada bulan Agustus 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 10.878.000.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 390 orang, pada bulan Agustus terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 118 kasus menjadi 390 orang. 

Pada bulan September 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 5.818.600.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 426 orang, pada September terjadi penurunan 

anggaran dan peningkatan sebanyak 36 kasus menjadi 426 orang. 

Pada bulan Oktober 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 29.460.274.035, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 331 orang, pada bulan Oktober terjadi 

peningkatan anggaran dan penurunan sebanyak 95 kasus menjadi 331 orang. 

Pada bulan November 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 31.012,230.675, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 341 orang, pada bulan November terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 10 kasus menjadi 341 orang. 

Pada bulan Desember 2020 terlihat biaya yang digunakan untuk 

penanganan dan pencegahan Covid 19 sebesar 35.332.211.000, sementara jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebesar 367 orang, pada bulan Desember terjadi 

peningkatan anggaran dan peningkatan sebanyak 26 kasus menjadi 367 orang. 
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Berikut hasil wawancara lanjutan dengan pihak terkait dalam hal ini 

Humas Pemko Medan dengan Ibu Gusti Paramhita selaku staf pada bagian Humas 

Pemko Medan, 

 Bagaimana Dampak perubahan anggaran yang terjadi dari data Pemerintah Kota 

Medan? 

Perubahan anggaran sedikit banyak memberikan dampak penurunan 

angka penularan covid 19 di Kota Medan, walau hanya beberapa bulan 

karena yang terpenting sebenarnya adalah membangun kesadaran 

masyarakat dalam hal bersama-sama berpartisipasi mencegah 

penyebaran covid 19. 

 

Apakah perubahan anggaran yang dilakukan Pemko Medan mampu menurunkan 

Covid-19 di kota Medan? 

Dari perubahan anggaran yang dilakukan masih meningkatnya kasus 

covid-19 di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

melakukan protokol kesehatan. Walaupun  sektor kesehatan dapat 

dioptimalkan, dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan serta 

penyuluhan kesehatan. 

 

Apakah ada alokasi anggaran khusus dalam menangani covid 19 untuk APBD 

selanjutnya? 

Untuk tahun berikutnya pemerintah berencana akan berfokus dalam 

penanganan covid 19 dalam APBD nya, dengan harapan dapat disetujui 

bersama oleh DPRD Kota Medan. 
 

Berdasarkan dari data dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa 

perubahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Medan pada beberapa bulan 

pertama masih menunjukkan peningkatan pada kasus Covid 19 dan kasus 

menurun pada bulan Oktober, pada bulan selanjutnya tingkat kasus meningkat 

kembali, partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 

sangat berpengaruh dalam penurunan kasus Covid 19.  

Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam 

penanggulangan dan pencegahan Covid 19 dinilai sudah tepat, hal ini dapat dilihat 



53 
 

 

 

dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan dan penyuluhan yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan diharapkan dapat membangun tingkat 

kesadaran masyarakat untuk lebih menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Tetapi,  

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan 

mematuhi protokol kesehatan menyebabkan angka kasus Covid 19 di kota Medan 

belum bisa diturunkan secara signifikan. Pemerintah Kota Medan telah 

mengoptimalkan sarana kesehatan dan penyuluhan agar dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan dan masyarakat dapat terhindar dari 

virus Covid 19, dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi 

diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus Covid 19 dan juga diharapkan 

agar tingkat kasus Covid 19 di Kota Medan dapat menurun. Pada tahun berikutnya 

Pemerintah Kota Medan berencana menaikkan anggaran penanggulangan dan 

pencegahan Covid 19 dan akan lebih ditingkatkan dan lebih di optimalkan lagi 

oleh pemerintah terkhusus pada bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dampak 

ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah, Yulinda Kusyanti dan 

Nadirsyah (2016), Jhon Andra Asmara (2010) dan Febrina Astria Verasvera 

(2016), yang menyatakan dalam penelitiannya masing-masing bahwa perubahan 

anggaran akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja sebuah 

instansi, perubahan anggaran yang besar jika dimanfaatkan dengan efektif dan 

efisien akan dapat mewujudkan apa yang menjadi target dan tujuan sebuah 

instansi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa perubahan Anggaran pada Pemerintah Kota Medan dilakukan 

sebagai upaya dalam menekan dan mencegah laju peningkatan penyebaran virus 

Covid 19 di Kota Medan, Namun dari penilaian efektifitas tingkat realisiasi 

sebesar 54,41% berada dalam kriteria tidak efektif, dan dalam penilaian efisiensi 

nilai 187% berada dalam kriteria tidak efisien, artinya Pemerintah Kota Medan 

belum berhasil memanfaatkan anggaran yang telah dirubah dengan baik sesuai 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan pandemi covid 

19 adalah kejadian baru yang masih memerlukan adaptasi lebih lanjut dalam 

penanganannya. 

 Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam 

penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dinilai sudah dapat memberikan 

dampak yang positif terkait penanggulangan dan pencegahan Covid-19, hal ini 

dapat dilihat dengan pengadaan-pengadaan sarana kesehatan dan penyuluhan yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, tetapi harus dilakukan peningkatan 

dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 agar dapat membangun tingkat 

kesadaran masyarakat untuk lebih menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi 

protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar tingkat kasus 

Covid-19 juga dapat turun secara signifikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada 

penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Kepada Pemko Medan disarankan untuk dapat mengelola dana anggaran 

terkait penanggulangan dan pencegahan covid dengan melihat pos-pos 

anggaran yang paling dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi covid 19 

ini, seperti memperbanyak anggaran untuk vaksin dan pengadaan alat-alat 

kesehatan yaitu masker, hand sanitizer serta obat-obatan, kemudian 

menyediakan pos anggaran untuk subsidi kebutuhan masyarakat 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian 

yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang 

lebih akurat dan dapat digeneralisasi 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dan 

menambah daftar pertanyaan wawancara agar lebih jelas 

 

 

 



 

57 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abadiarti, B. (2014). Pengaruh Tingkat Inkremental Penganggaran Awal, Kondisi 

Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sosioekonomi Lokal Terhadap 

Rebudgeting Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Informasi 

Website Pemerintah Daerah) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret 

University)). 

Abimanyu. (2015). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424. 

Abdul, Halim,dkk (2012). Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta 

Agustina, Rahmi., dan Sulaiman. (2013). Hubungan Motivasi dan 

Kepuasan Kerjadengan Kinerja Guru pada SMA Negeri di Kabupaten 

Pidie. Sains Riset Volume 3 - No. 1, 2013, hlm. 1-10. 

Catur Sasongko (2011), Anggaran. Salemba empat, Jakarta. 

Febrina Astria Verasvera (2016) . Pengaruh anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat). Jurnal Manajemen, Vol.15, No.2, Mei 2016. 

Hansen dan Mowen. (2009). Akuntansi Manajerial. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Harahap, Sofyan Syafri. (2008). Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Lastowo Hendra (2010). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian 

Keuangan (Studi Kasus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip 

Nasional Republik Indonesia). Jurnal Program Study Fakultas Ekonomi 

dan Manjemen Institut Pertanian Bogor. 2 (4). 1-20. 

Liando, Grace Yunita (2016). “Analisis Kinerja Belanja Dalam LAporan Realisasi 

ANggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Jurnal Akuntansi 

Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.4 No.1 Maret 2016 

Pemerintah Republik Indonesia (2010) “Peraturan Pemerintah Nomor 71” 

Standart Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id 

Diakses 22 Januari2018 

Pemerintah Republik Indonesia (2011) “Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia” Deskripsi dan Analisis Anggaran . Jakarta. 

www.djpk.depkeu.go.id Diakses 5 Maret 2018 

Pemerintah Republik Indonesia (1996) “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

690.900-327” Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta. 

www.kemendagri.go.id Diakses 7 Maret 2018 

Sari Ika Maya (2018).” Anggaran Belanja Daerah Sebagai Alat PengendalianPada 

Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 1 (3).122-135. 

Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga.Spiregar, 

Baldric, Bambang Suripto, Dodi Hapsori. dkk. (2013). Akuntansi Biaya. 

Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat 

Sugiyanta (2016). “Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/


58 
 

 

 

Akuntansi Universitas Jember. 1 (14). 19-40. 

Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Afabeta. 

Supriyono, R.A. (2013). Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya 

serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua. 

BPFE:Yogyakarta 

Welsch,  dkk.  (2012).  Anggaran  Perencanaan  dan  Pengendalian  Laba.  Buku1. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, 

PartisipasiMasyarakat Dalam PengelolaanKeuangan Dana Desa 

TerhadapPembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Priapus 

KabupatenSemarang. Edunomika, 3(2), 287–299. 

Krisnawati, N. made G., Astrawan, G., Putri, P. R., Marleni, N. M. S., Kristian,N. 

P., & Krisantina, N. M. A.P. (2019). Optimalisasi PartisipasiMasyarakat 

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bresela KecamatanPayangan 

Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika,9(1), 37–

46. 

Kemenkes. (2020). Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 

(covid-19). 

Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan 

danPemberdayaan Masyarakat diKebumen dan Pekalongan. 

MatraPembaruan, 1(1), 23–32. 

Sardjito, Bambang dan Muthaher Osmad. (2007). “Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: 

Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel 

Moderating”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2 Nomor 1, Halaman 

37-49. 

Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R. K. (2019). Factors 

AffectingRebudgeting in Local Government : From Organizational 

Feature toPolitical Variables. International Journal of Economics and 

Management,13(October 2018), 139–152. 

https://pemkomedan.go.id/artikel-20464-plt-wali-kota-medan-sampaikan-nota-

pengantar-terkait-ranperda-kota-medan-tentang-apbd-kota-medan-

tah.html 

https://daerah.sindonews.com/read/149954/717/pemko-medan-gagal-atasi-covid-

19-malah-minta-dana-lagi-hingga-rp900-miliar-1598879280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pemkomedan.go.id/artikel-20464-plt-wali-kota-medan-sampaikan-nota-pengantar-terkait-ranperda-kota-medan-tentang-apbd-kota-medan-tah.html
https://pemkomedan.go.id/artikel-20464-plt-wali-kota-medan-sampaikan-nota-pengantar-terkait-ranperda-kota-medan-tentang-apbd-kota-medan-tah.html
https://pemkomedan.go.id/artikel-20464-plt-wali-kota-medan-sampaikan-nota-pengantar-terkait-ranperda-kota-medan-tentang-apbd-kota-medan-tah.html
https://daerah.sindonews.com/read/149954/717/pemko-medan-gagal-atasi-covid-19-malah-minta-dana-lagi-hingga-rp900-miliar-1598879280
https://daerah.sindonews.com/read/149954/717/pemko-medan-gagal-atasi-covid-19-malah-minta-dana-lagi-hingga-rp900-miliar-1598879280


59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAMPIRAN 

 

 

 



60 
 

 

 

 



61 
 

 

 

 



62 
 

 

 

 



63 
 

 

 
 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Grafik Konfirmasi Covid 19 (+) 
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Lembar Wawancara Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 

Informan/Narasumber yang memberikan kontribusi dan informasi dalam 

penelitian ini, terkait dengan tugas akhir penelitian yang saya lakukan dengan 

judul: ”Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi 

Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan”. Informan/Narasumber 

dalam penelitian ini adalah Ibu Gusti Paramhita selaku staff Bagian Humas dari 

Perintah Kota Medan. Berikut adalah hasil wawancara penelitian : 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Apa yang menjadi dasar 

perubahan anggaran 

oleh Pemerintah Kota 

Medan untuk mengatasi 

dampak Covid 19 ini? 

Adapun yang menjadi 

dasar perubahan 

anggaran adalah 

peraturan pemerintah 

republik Indonesia 

nomor 12 tahun 20l9 

tentang pengelolaan 

keuangan daerah, bahwa 

dalam keadaan tertentu 

seperti bencana alam, 

pandemi dan sesuatu hal 

pengelolaan keuangan 

daerah melalui APBD 

dapat dilakukan 

perubahan sesuai 

kebutuhan daerah 

tersebut. 

 

2 Dalam peraturan dan 

peraturan daerah nomor 

berapa terkait perubahan 

anggaran ini? 

Perubahan anggaran 

dilakukan berdasarkan 

Peraturan Walikota 

Medan Nomor 27 Tahun 

2020 terkait dengan 

Pelaksanaan Adaptasi 

Kebiasaan Baru pada 

kondisi Pandemi covid 

19 di Kota Medan. 

 

3 Sektor apa saja yang 

menjadi fokus 

Adapun yang menjadi 

fokus peruntukan 
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peruntukan anggaran 

dalam perubahan 

anggaran untuk 

mengatasi dampak covid 

19 ini ? 

anggaran berfokus pada 

sektor kesehatan yaitu 

dalam hal penyediaan 

sarana kesehatan, sarana 

fasilitas kesehatan, 

penyemprotan 

disinfektan, pengadaan 

alat bahan evakuasi 

korban positif covid, 

biaya operasional dan 

penanganan kesehatan 

lainnya. 

 

4 Langkah apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

dalam mengatasi 

dampak covid 19 

melalui anggaran yang 

diberikan? 

Dalam hal ini 

pemerintah Kota Medan 

melalui Satgas Covid 19 

melakukan sosialisai 

dari tingkat kecamatan 

hingga kelurahan dalam 

hal penanganan Covid 

19 dan adaptasi 

kebiasaan baru, 

kemudian pengadaan 

peralatan dan sarana 

kesehatan, 

penyemprotan 

disinfectan dan 

pengadaan alat bahan 

evakuasi korban positif 

covid 19 

 

5 Bagaiaman Dampak 

perubahan anggaran 

yang terjadi dari data 

Pemerintah Kota 

Medan? 

Perubahan anggaran 

sedikit banyak 

memberikan dampak 

penurunan angka 

penularan covid 19 di 

Kota Medan, walau 

hanya beberapa bulan 

karena yang terpenting 

sebenarnya adalah 

membangun kesadaran 

masyarakat dalam hal 

bersama-sama 

berpartisipasi mencegah 

penyebaran covid 19. 

 

6 Apakah perubahan Dari perubahan 
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anggaran yang 

dilakukan Pemko 

Medan mampu 

menurunkan Covid-19 

di kota Medan? 

anggaran yang 

dilakukan masih 

meningkatnya kasus 

covid-19 di karenakan 

kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam 

melakukan protokol 

kesehatan. Walaupun  

sektor kesehatan dapat 

dioptimalkan , dengan 

pengadaan-pengadaan 

sarana kesehatan serta 

penyuluhan kesehatan. 

 

7 Apakah ada alokasi 

anggaran khusus dalam 

menangani covid 19 

untuk APBD 

selanjutnya? 

Untuk tahun berikutnya 

pemerintah berencana 

akan berfokus dalam 

penanganan covid 19 

dalam APBD nya, 

dengan harapan dapat 

disetujui bersama oleh 

DPRD Kota Medan. 
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